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GUBERNUR BANTEN.

bahwa da lam upaya menca Dai  ce,nranfaatan ruangsecara cpt i r -na l  untuk Inemen, :h i  kepent inga;pembangunar ,  khususny ; r  d i  b ' j a ; re  i ncJus t r i  be ra tmaupun  r i nga r  t e ' r radap  pung ' . , run , l l n  t i ngka t  oayadukung  l i ng<un3on  l r i dup  d i  F , r cp ins i  t s , i n ten
bahwa untuK rnerestar ikan dan nrernper tahankan
keg ia tan  pen rbangunan  bem,av rasan  l i ng rungan  sebaga iupaya untuk meningkatkar  F ,enkehidu:Jn cJa l rah da l immencapa i  t u juan  pe rnbangunan ' i a )g  be rke ran ju tan .
bahwa berdasa rkan per t im f  ra  rga n  sebagaimana
dimaksud pada hur r : f  a  dan i r  c i  a !s  agar  dapat"men;a l i
acuan bag i  aparatur  pemer i r tah prop i is i  Banten da iamrangka mencegah dan a iau menanggulang ipermasalahan r ingkungan r r id  _rn ,  sesua i  kewJi rn j r i i
sebagaimana d imaksud pad; r  [ 'asar  3  ayat  (5)  angkr" ioPeraturan pemerintah Noni^,or zs rahun 2000, perrud i te tapkan dengan peraturan D; rerah.

Undang-undang  Nomor  { ;  Tahun  1gg0  ten tangKonservas i  sumber  Daya Aram Hayat i  dan Ekos is temnvl
(Lembaran  Negara  Tahun  1gg0  Nomor  4g ,  Tambahan
Lembaran Negara l rJomor  341g) ;
Undang-undang Nomor  24 Tahun 1gg2 tentangPenataan Ruang (Lenrbaran Nergara Tanun t  gg2 Nomor
115 ,  Tambahan  Lembaran  l . l e rga r ra  Nomor  501 ) ;
Undang-undang Nonror  23 Tahun 1gg7 tentang
Pengelo laan L ingkungan r l idup (Lembaran Negara
Tahun 1gg7 Nomor  68,  TanLahan l . -embaran NegaraNomor  3639) ;

Undang-undang Nomor  22 Tahun l  ggg tentang
Pemer in tahan Daerah (Lemrraran Negara Tahun lgggNomor 60, Tambahan Lembai.ar i  | ,Jegara Nomor 3B3g);
Undang-uncang Nomor  30 

' i -z rhr in  
l  ggg tentar rg  Arb i t rase

dan Alternat i f  penyelesaia r  sengkr: ta (Lembaran
Negara Tahun l  ggg Nomcr  1 : '8 ,  T inrbahan Lembaran
Negara Nomor 3872.) ;

q



6.  Undang-undang Nomor '  ?-3  Tahun 2000 tentangPembentukan prop ins i  Banten (Lembaran Negara Tahun2000 Nomor  i82,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4010 ) ;

7 '  Peraturan pemer in tah Nomor  6  Tahun lgBB tentangKoordinasi  Kegiatan lnstansi  Vert i*at  di  Daerah(Lembaran Negara Tahun 1  gBB Nomor  10,  TambahanLembaran Negara Nomor  3373) ;
B. Peraturan pemerintah l . . lomor 20 rahun 1gg0 tentangPengendarian pencemaran / i i r  (Lembaran Negara Tahun1990 Nomor  34,  Tambaharr  Lembaran Negi ra  ruomor340e);
9.  Peraturan perner in tah Nomor  Bs rahun lggg tentangPerubahan Atas peraturan pemer in tah Nomor  1B Tahun1999 tentang pengeroraan L imbah Bahan Berbanaya oanBeracun (Lembaran Negara Tahun lggg t tomoi  1g0,Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3g1O) ;
10.  Peraturan pemer i r i tah Norror  1g rahun lggg tentangPengendar ian pencern aran dan a tau Kerusakan Laut(Lembaran Negara Tahun i  ggg Nomor  32,  TambahanLembaran Negara Nomor  3816) ;
11.  Peraturan pemer in tah Norncr  27 Tahun lggg tentangAnal is is  Mengenai  Dampak L ingkungan (Lembaran

Negara Tahun l  ggg Nomor  59,  fambahan LembaranNegara  Nomcr  3B3g) ;
12.  Peraturan pemer in tah Nomor  41 Tahun lggg tentangPengendarian pencemarar udara (Lembaran rrr .gr*Tahun l  ggg Nomor  86,  Tarnbahan Lembaran rue[araNomor  3853 ) ;

13.  Peraturan pemer in tah Nomor  zs  rahun 2000 tentangKewenangan perner intah cran Kewenangan propinsi
sebagai  Daerah o tonomi  (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 54, Tambahan Lembararr Negarr-Nomor sgsi i

14. Peraturan pemerintah Nomor s4 Tahun 2000 tentangLembaga penyedia Jasa perayanan penyererr i rn
sengketa  L ingkungan Hic iup o i  Lr*  pengadi ran
(Lembaran Negara r -ahun 2000 Nomor  113,  Tambahan
Lembaran Negara l lomor  3gg2) ;

1  5 .  Peraturan pemer in tah Republ ik  lndones ia  Nomor  1s0Tahun 2000 tentang penge'crar ian Kerusakan TanahUntuk produksi  Biomassa (Lembaran Negara ranun2000 Nomor  267,  Tambaharr  Lembaran Nelara  t tomora06B) ;

16.  Peraturan pemer in tah Republ ik  lndones ia  Nomor  4Tahun 2001 tentang pengendarian Kerusakan dan atauPencemaran L ingkungan Hidup berka i tan o .ngrn
kebakaran hutan r ian atau rahan (Lembaran Nlg?ra
Tahun 2001 Nomor  10,  Tarnbahan Lembaran r . r "6r*
Nomor  4076) ;



DEWAN

Menetapkan :

17. Peraturan Pemerintah Republ i l< lndonesia Nomor T4
Tahun 2001 tentang Pengelolaan l3ahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4153) ;

18. Peraturan Pemerintah Republ ik lndonesia Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kual i tas Air  dan
Pengendal ian Pencemaran Air  (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 153, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor
4161 ) ;

19. Peraturan Daerah Propinsi  Banten Nomor 3 Tahun 2002
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor
4,  Ser i  E) ;

20. Peraturan Daerah Propinsi  Banten Nomor 25 Tahu n 2002
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi  dan Tata
Ker ja  Badan Pengendal ian Dampak L ingkungan Prop ins i
Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor  20,  Ser i
D ) .

Dengan persetu juan

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK L INGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal ' l

Da lam Peraturan Daerah in i  yang d imaksud dengan :
1 .  Daerah ada lah Prop ins i  Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekut i f  Daerah;
3 .  Gubernur  ada lah Gubernur  Banten;
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan rLrang dengan semua benda, daya

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan per i lakunya, yang
mempengaruhi  kelangsungan per ikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk h idup la innya;

5. Pengendal ian dampak l ingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk
melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan pencemaran dan
kerusakan l ingkungan hidup, serta pemul ihan kembal i  fungsi  l ingkungan hidup;

6. Sengketa l ingkungan hidup adalah persel is ihan antara dua pihak atau lebih
yang di t imbulkan oleh adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan
l ingkungan h idup;

7. Pr:ncemaran l ingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zal ,  energi ,  atau komponen yanl l  ada dan atau unsur
pencemaran yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya
ter tentu  sebagai  unsur  l ingkungan h idup;



B' Perusakan l ingkungan hidup adalah t indakan-yang menimbulkan perubahanlangsung atau tid;k langsung terhacap sirii i irir< ajau. hayatinya yang
I"'J3:[tf,:X'.rJiHi:Tg*, n'i,p- tiJ.r, berrung,i l"gi daram 

- 
menunjang

9'  Dampak besar dan pent ing adalah perubahan l ingkungan. hidup yang sangatmendasar yang oiakibatkan oreh .rr i ,  usana oan l tau kegiatan, 
,

10'  Penyelesaian sengketa l ingkungan hidup di  luar pengadiran adarahmekanisme penyelesaian sengreL l ingkungan hic lup di  dalam forum dandengan prosedur yang disepakJt i  para pin.r . ;
11 '  Badan Pengendal ian Dampak L ingkungan yang se lan ju tnya d isebut  Bapedaladafah inst i tusi  pelaksana pengendal ian dampak- l ing[u' lgan di  daerah;12'  Instansi  yang berwenang adalah instansi  yang benvenang memberikan iz inmelakukan usaha dan a t lu  keg ia tan

BAB I I
AZAS,  TUJUAN DAN SASARAN

pasa l  2
Pengendal ian dampak l ingku.ngan hidup dise-renggarakan den gan azas tanggung
:ilTr l 1t fiHit 

be rkeL nj uta n, a za s- m a nfa at-irt, 
".", tra nspa ra n s i, objektif,

pasa l  3

;ff,t"iJn,9ll5l rff B : L:l*Ht il, fl : ;3 n 
b e rt uj u a n m ew uj u d k a n p e m b a n s u n a n

pasa l  4
(1)  Pengendar ian dampak r ingkungan h idup berupaya meningkatkankesejahteraan masyarakJt yrig oiirrrri iman dan taqwa(2)  sasaran pengendar ian dampak L ingkungan Hidup adarah :' 

Jiltilrtiiffiffi,tJl;itt'' keserasian dan keseimbansan antara manusia
b'  Terwujudnya manusia di  Propinsi  Banten sebagai Insan Lingkungan Hidupyang memil ik i  s i fat  mel indungi,  membina, d;  melestar ik; ;  i ingt unganhidup;
c '  Ter jaminnya kepent ingan generas i  masa k in i  dan generas i  masa depan;d .  Tercapainya kese imbangan fungs i  l ingkungan;
e'  Terkendal inya pemanfaatan sumber Daya Alam secara bi jaksana;f '  Ter l indunginya l ingkungan atau ekosistem yang ada di  propinsi  Banten dar idampak dan at iu k lgiatan Ji- l*r  wi tay:ah propinsi  aani"n yangmenyebabkan pencemaran dan a tau perusaGn' i i , ,g r rngan 

Hidup.

BAB I I I
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal  5
(1)  Pengendal ian dampak l ingkung.an h idup.  mel iput i  pencegahan,  pengendal ianpencemaran dan kerusakan r ingkungrn h idup.  

'  - '  t -  - " '

(2 )  Pencegahan dampak l ingkungan nre l iput i  :
a '  pengendar ian tentang AMDAL dan UKUUpL;
b '  Pengendar ian tentang raborator ium r ingkungan;



(3) Pengendarian pencemaran r ingkungan hicrup meriput i :a.  pengendal ian pencemaran air ;
b.  Pengendal ian pencemaran air  laut;
c.  pengendal ian pencemaran udara;t 

5;:fli",lffiilr"B;i;f"" Bahan Beracun dan Berbahaya yans
(4) Pengendarian kerusakan r ingkungan hidup meriputi  :a. pengendalian kerusakan irnri l ;o 

[."J,n;J,.:i"fr,],,J::X.:H,,l,::l,nn,n hicrup yans berkaitan densan
c'  Pengendal ian kerusakan l ingkungan hidup akibat kegiatan penambangan;d. pengendal ian kerusakan terumbr. ik.rrng;
e.  pengendal ian kerusakan abrasi  pantai ;
f .  pengendal ian penggunaan a i r  tanah;
g'  Pengendal ian kerusakan plasma nutfah dan kr:anekaragaman hayat i ;h '  Pengendal ian kerusakan kawasan l indung caga, , t r r to* '  , lur ,  margasatwa.

(5)  Dalam keg ia tan pengendal ian dampak l ingkungar ,  rnasyarakat  berhak:
" lffifi;|:l ffiil 

serta dalam pensendatian pencemaran dan kerusakan
t 

ffi8i:lJiff::it 
terbuka tentans pencemaran dan kerusakan tinskunsan

(6) 
3fl;Srffi: ';"t 

pensendarian dampak rinskungan hidup masyarakat
a '  Merakukan peran ser ta  memer ihara kuar i tas  r ingkungan h idup;b'  Ber laku tert ib dalam keikutsertaannya daram proses pengendarian

!:lrTililT, i:lr*;#;?::' 
rinskunsan hicrup l.nsrn mentaati peraturan

BAB IV
PEMBINAAN TEKNIS

Pasa l  6
(1)  Pengendal ian dampak l ingkungan h idup harus mengutamakan pembinaan

i$:r f f  
penesakan huku; bt ;k metarui  pensaoiran maupun di  ruar

(2)  Penanganan pengendal ian dampak t ingkungan r r idup dan penyeresa iansengketa l ingkungan hidup. di  r ; ;  pengadirJn harus diraksanakan sesuaidengan wirayah ker ja pemerintanan yJng, bersangkr i"n

Pasal  T
(1)  set iap Ins tans i  yang terka i t  da lam pengendar ian dampak. l ingkungan h idupsesuai dengan kewenangannya waj ib me. lakukan pembinaan teknis dan

;jilfi'nt:Xt l,:ifm 
ranska mencesah terjadinya pur,.Lraran dan perusakan

(2)  set iap Ins tans i  yang terka i t  da lam pengendar ian dampak l ingkungan h idupsesuai dengan kewenangannya wa1,n , .nurrr , r i , rn pengawasan danpemantauan r ingkungan h idup oenf  an 'n i .nurupkan asas deteks i  d in i .


